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Abstrak 
              Indonesia adalah negara hukum yang merupakan sebuah pencerminan dari 
penerapan konsep demokrasi. Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung 
adalah bentuk wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk 
menghasilkan negara yang demokratis, tidak terlepas dengan adanya 
penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu).  
Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui kewenangan Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kota Tegal dalam penyelesaian pelanggaran Pemilihan 
Umum di Tahun 2019 (2) mengetahui pelaksanaan pelanggaran Pemilihan 
Umum di Kota Tegal di Tahun 2019. 
Jenis penelitian adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah hukum 
normatif-empiris, teknik pengumpulan datanya melalui Riset kepustakaan dan 
analisis dengan kualitatif. 
       Hasil penelitian ini  menunjukan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di 
seluruh wilayah negara Indonesia terkait dengan pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya. Selama penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2019, Bawaslu Kota 
Tegal tidak meregistrasi laporan. Hanya menemukan sejumlah 8 (delapan) temuan 
dugaan pelanggaran dan dinyatakan bukan pelanggaran karena tidak dapat di proses 
secara hukum. 
       Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan 
di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci, Negara Hukum, Demokrasi, Pemilu, Bawaslu. 
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Abstract  
       Indonesia is a state of law which is a reflection of the application of the concept 
of democracy. Direct general election is a tangible form of popular sovereignty 
intended to produce a supported state, not apart from the holding of elections in 
Indonesia, namely the Election Supervisory Body (Bawaslu). 
 
This study aims: (1) Knowing the authority of the Tegal City Election 
Supervisory Agency in the approval to win the General Election in 2019 (2) 
Knowing the regulations on the implementation of general elections in Tegal 
City in 2019. 
 
This type of research is literature, the research used is normative-empirical 
law, data collection techniques through library research and analysis with 
qualitative. 
 
       The results of this study indicate Article 1 paragraph (17) of Law Number 7 of   
2017 concerning General Elections, the Election Supervisory Body (Bawaslu) is an 
EMB that organizes elections in all regions of Indonesia related to the 
implementation of its duties and authorities. During the 2019 general election, 
Tawas City Bawaslu did not register the report. Only found 8 (freedom) of alleged 
findings can be deleted and declared unsuccessful because it cannot be processed 
by law. 
 
       Based on the results of the research it is hoped that it will become material 
information and input for students, academics, submitted and all parties who need 
it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
 
 
Keywords, Rule of Law, Democracy, Election, Bawaslu. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah       
       Pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang 
diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi 
dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang 
dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.1 
Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi seluruh umat 
manusia, karena itu demokrasi perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-
hari.  Demokrasi merupakan simbol peradaban moderen oleh bangsa-bangsa di 
dunia.  Dengan mendunianya demokrasi ini, ada semacam kewajiban tak tertulis 
bagi negara-negara di dunia untuk mencantumkan label demokrasi dalam format 
politik yang dimilikinya. Aktor utama dari sebuah demokrasi yang menghubungkan 
kepentingan rakyat dengan negara dan pemerintah adalah partai politik, terutama 
dalam level demokrasi electoral dan demokrasi politik. Keduanya mencerminkan 
demokrasi perwakilan.2 Salah satu wujud perlibatan masyarakat dalam proses 
politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu dan partai politik merupakan satu 
kesatuan dalam system demokratis. Partai politik (Parpol) adalah peserta utama 
                                                             
      1Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi Dan Pemilu, Jakarta: Kencana, 
Februari 2019, Cet. ke-3, hlm. 1. 
      2Agus Riwanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia, Yogyakarta: Thafa 
Media, 2016, Cet.ke-1, hlm. 34.  
1 
2 
 
 
dalam merebutkan kekuasaan politik terutama di lembaga eksekutif dan legislatif, 
melalui kompetisi sebuah wadah universal yang disebut pemilihan umum 
(Pemilu).3 
     Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
telah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Selain sebagai 
negara hukum, pelaksanaan Pemilu di Indonesia merupakan sebuah pencerminan 
dari penerapan konsep demokrasi yang ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 
bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”.  Mengkombinasikan kedua pasal dalam konstitusi tersebut dapat 
dimaknai bahwa negara hukum Indonesia haruslah dijalankan melalui mekanisme 
kontrol masyarakat, dimana rakyat memegang peranan penting dalam proses 
penyelenggaraan negara, namun demikian kontrol masyarakat tersebut haruslah 
sesuai dengan norma hukum yang telah ditentukan.4 Moh. Mahfud MD 
mengemukakan bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan 
berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi 
ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau 
atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam hal ini 
sebagai Negara Demokratis, tidak terlepas dengan adanya penyelenggaraan Pemilu 
                                                             
      3Ahmad Rizqi Robbani Kaban, “Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Bawaslu Dalam 
Sengketa Proses Pemilu 2019”, Jurnal Hukum Adigama, 2019, hlm. 3.  
      4Ispan Diar Fauzi, “Desaian Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka 
Meghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024”, Jurnal Adhyasta Pemilu, 
Volume 4, Nomor 1. 2018, hlm. 32. 
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sebagai bentuk kesinambungan pembangungan nasional yang merupakan salah satu 
wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. 
      Pascaorde Baru, sistem pemilu Indonesia mengalami berbagai pergeseran. 
Sistem pemilu yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu yang 
dilakukan dalam tahapan pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres) serta 
pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota (pilkada). Pemisahan sistem 
pemilu tersebut, dinilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu yang 
menganut pemerintahan sistem presidensial, karena menimbulkan berbagai 
permasalahan, seperti konflik yang terus terjadi antara berbagai kepentingan 
kelompok maupun individu, pemborosan anggaran dalam penyelenggaraannya, 
maraknya politik uang, politisasi birokrasi, serta tingginya intensitas pemilu di 
Indonesia.5  Pandangan lain menyebutkan bahwa keserentakan pelaksanaan pemilu 
merupakan suatu formula alternatif bagi perubahan sistem politik dan 
pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan upaya untuk mengatasi 
berbagai problematika yang ada, yaitu: (1) menjadi dasar bagi terealisasinya sistem 
pemerintahan presidensialisme yang kuat dan stabil; (2) memfasilitasi munculnya 
penyederhanaan sistem kepartaian, melalui pemberian insentif bagi partai politik 
untuk membangun budaya dan pelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan 
(Aliansi, Koalisi, Gabungan, dan atau Merger); (3) mendorong pembentukan 
parlemen yang lebih efektif; (4) Menciptakan sistem pemilihan yang lebih 
sederhana, waktu yang singkat, sekaligus biaya murah baik dalam pemilu legislatif 
                                                             
      5Ratnia Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik, 
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 73. 
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maupun pemilihan umum presiden; (5) Menciptakan ruang bagi munculnya fokus 
isu dalam pemilu, mana yang merupakan isu nasional dan mana isu lokal.6 
       Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung adalah bentuk wujud nyata 
dari kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan Negara 
yang demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemilu dikatakan 
berjalan demokratis apabila setiap warga Negara Indonesia yang mempunyai hak 
pilih dan dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Demokrasi sebagaimana 
diuraikan sebelumnya, tampak bahwa penyelenggaraan pemilihan umum untuk 
memilih para wakil rakyat yang duduk di parlemen maupun memilih pejabat 
tertentu yang duduk di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu syarat 
berlangsungnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Bertujuan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat memperjuangkan aspirasi 
rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.7 
Dalam mewujudkan pemilu serentak 2019 berdasarkan Keputusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu serentak, muncul 
penafsiran bahwa Pemilu 2019 akan diselenggarakan dengan 5 kotak. Secara 
                                                             
      6Ibid., hlm. 77. 
      7Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Peran Partai Politik Dalam 
Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis”, Media Publikasi Peraturan 
Perundang-undangan dan Informasi Hukum, Jakarta, 2019, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 
jam 20.40. 
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sederhana putusan itu banyak dimengerti sebagai sekedar perbedaan dalam 
penyelenggaraannya dimana Pemilu 2019 akan diselenggarakan secara bersamaan 
untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden.8 
       Peranan lembaga penyelenggara pemilu merupakan salah satu persyaratan 
penting untuk mencapai pemilu yang demokratis. Selain itu, diperlukan regulasi 
tentang lembaga penyelenggara pemilu yang jelas agar terdapat kepastian hukum 
dalam hubungan checks and balances antar lembaga penyelenggara pemilu itu 
sendiri. Namun, hubungan yang seimbang antar lembaga penyelenggara pemilu itu 
sendiri tidak akan berfungsi dengan baik apabila terdapat ketidakjelasan pengaturan 
mengenai lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Pengawas adalah panitia 
pengawas dengan tingkatan yang berbeda untuk melakukan pengawasan terhadap 
seluruh proses penyelnggaraan pemilu.  Pengawas pemilu dibentuk untuk 
mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan serta menangani 
kasus-kasus pelanggaran pemilu. Dengan demikian adanya aturan tersebut perlu 
adanya pengawasan tentang penyelenggara pemilu di Indonesia yakni Badan 
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan 
bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga 
yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia 
meningkatkan partisipasi warga negara Indoneaia dalam mengawasi 
                                                             
8Ratnia Solihah, op.cit.,, hlm. 81. 
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penyelenggaraan Pemilu agar berjalan demokratis, luber dan jurdil. Bawaslu 
mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan 
dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Lebih jauh lagi, 
Bawaslu tengah membangun citra sebagai sebuah lembaga yang sekaligus juga 
rumah bagi masyarakat.9  
       Mewujudkannya dengan cara melakukan pengawasan bersama antara Bawaslu 
disemua tingkatan dari mulai Bawaslu Republik Indonesia (RI), Bawaslu Provinsi, 
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan 
(PPL) tingkat Desa/Kelurahan serta pengawas TPS. Bawaslu yang berada di 
Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, 
Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, 
Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, 
Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, 
Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan terdiri dari 6 Kota yaitu 
Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, 
dan Kota Tegal. 
       Salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik 
yang berbeda dibandingkan dengan bentuk pemilu lainnya baik Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden maupun Pemilihan DPR, DPD, DPRD. Hal ini dapat dilihat 
dari tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar 
pendukung pasangan calon, ketidak netralan dan parsialitas penyelenggara 
                                                             
      9BAWASLU, “Panduan Gerakan Pengawas Partisipatif  Pemilu”, tt.p., Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Republik Indonesia, t.t. , hlm.vi. 
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Pemilu.10 Permasalahan krusial yang dihadapi dalam penyelenggaran pemilu dari 
tahun ke tahun antara lain: daftar pemilih (proses pemutakhiran data), system 
pemilu (ambang batas dan alokasi kursi), keberpihakan (intervensi) rezim, 
pelanggaran dalam berkampanye, netralitas aparatur dan manipulasi perolehan 
suara.11 
       Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu) dalam menegakkan hukum Pemilu. Bawaslu kini bukan lagi sekedar 
lembaga pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara.  Hal 
tersebut bisa dilihat dalam Pasal 95 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum, salah satunya Bawaslu berwenang menerima dan 
menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran 
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
Pemilu. Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final 
dan mengikat dan keputusannta tidak bisa di asmilasi. Dengan adanya kemandirian, 
penguatan organisasi dan penambahan wewenang Bawaslu, publik dapat berharap 
akan adanya pencegahan pelanggaran Pemilu. Bawaslu juga merupakan menjadi 
satu-satunya komisi negara independen yang fungsinya ditujukan untuk mengawasi 
(monitoring) dan menunjang kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).12 
                                                             
      10Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: P.T. Gramedia,2008, hlm. 175. 
      11Sahat Dohar M, “Memperkuat Pengawasan Pemilu”, Detiknews, Jakarta, 10 Juli 2018, diakses 
pada tanggal 11 Oktober 2019 jam 19.59. 
     12Yugha Erlangga dan Vidi Vici Batlolone, Apa dan Siapa Bawaslu RI Di Balik Layar Penegak 
Demorasi Indonesia, Jakarta: Bawaslu RI, April 2018, Cetakan Pertama, hlm. 10. 
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       Mengingat fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang sangat 
dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat 
tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi jalannya pemilu. Hal ini sesuai 
dengan pendapat bahwa ektensi lembaga pengawas pemilu akan semakin lemah 
apabila tidak mempunyai kewenangan yang maksimal, sehingga berakibat pada 
kurang maksimalnya kinerja Bawaslu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang 
dimiliki oleh Bawaslu akibat keterbatasan tugas dan kewenangan dalam mengawasi 
penyelenggaraan pemilu pada akhirnya akan dapat membahayakan perjalanan 
demokrasi.13 Oleh karena itu, peranan Bawaslu sangatlah penting dalam Pemilihan 
Umum serentak tahun 2019, mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan yang 
semakin kuat kedudukannya dalam undang-undang yaitu sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal dalam 
penyelesaian pelanggaran Pemilihan Umum di Tahun 2019? 
2. Bagaimana pelaksanaan pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Tegal di Tahun 
2019? 
 
                                                             
     13Firmanzah, Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik:Pembelajaran Politik 
Pemilu 2009, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jilid 1, 2010, hlm. 78. 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal 
dalam penyelesaian pelanggaran Pemilihan Umum di Tahun 2019. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Tegal di 
Tahun 2019. 
D.      Manfaat Penelitian 
1. Manfaat secara Teoritis 
    Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian Ilmu Hukum khususnya 
tentang hukum ketatanegaraan. 
2. Manfaat secara Praktis,  
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat dan 
pihak-pihak yang membutuhkan bagi lembaga atau instansi terkait. Khususnya, 
untuk Bawaslu dengan adanya kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran 
Pemilu dapat memperkecil permasalahan pelanggaran pemilihan umum di Kota 
Tegal. 
E. Tinjauan Pustaka  
      Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa literature, adapun beberapa 
penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dibawah ini adalah: 
1. Pertama, penelitian dari Ali Sidik, yang berjudul “Peran Bawaslu dalam 
Penegakkan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan 
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dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan  DPRD tahun 
2014 di Provinsi Lampung)”, dalam tesis, Fakultas Ilmu Sosial universitas Bandar 
Lampung, 2016. Penelitian ini menjelaskan tentang Bawaslu Provinsi Lampung 
dalam penanganan pelanggaran adminisitrasi, kode etik dan pidana pemilu pada 
pemilu legislatif tahun 2014, serta Strategi yang dilakukan Bawaslu Provinsi 
Lampung untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakkan hukum pemilu Pada 
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. 
2. Kedua, penelitian dari Dhimas Satrio Hutomo, yang berjudul “Peranan Bawaslu 
dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi 
Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)”, 
dalam skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. 
Penelitian ini menjelaskan tentang menelaah bentuk-bentuk pelanggaraan Pilkada 
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah. Hal-hal yang ditemukan 
Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2018, serta peranan Bawaslu dalam 
menindaklanjuti temuan pelanggaran dan kendala yang dihadapi oleh Bawaslu 
dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi pada Penyelenggaraan pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah. 
3. Ketiga, penelitian dari  Abdul Waid, yang berjudul “Meneguhkan Bawaslu Sebagai 
Lembaga Peradilan Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu”, dalam jurnal Adhyasta 
Pemilu , Volume 4 Nomor 1, 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana 
sebaiknya fokus peran Bawaslu dalam rangka menjalankan kewenangannya terkait 
dengan Pemilu dan memahami pengaruh dwifungsi Bawaslu (fungsi pengawasan 
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dan fungsi peradilan) terhadap obyektivitas putusan-putusan Bawaslu terkait 
Pemilu. Dalam hasil penelitiannya menyimpulkan kewenangan pengawasan yang 
ada di Bawaslu akan mengurangi obyektivitas dwi fungsi khususnya fungsi 
peradilan yang dijalankan oleh Bawaslu. 
       Sebagaimana yang telah peneliti paparkan dari beberapa penelitian diatas, 
peneliti ingin menjelaskan dan menegaskan bahwa penelitian yang menjadi fokus 
peneliti berbeda dengan Ali Sidik, Dhimas Satrio Hutomo dan Abdul Waid. 
Penelitian disini lebih terfokus dalam kewenangan Bawaslu Kota Tegal dalam 
penyelesaian pelanggaran pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden 
serta pemilihan anggota legislatif tahun 2019 yang terjadi di wilayah Kota Tegal 
saja dan kronologis terjadinya pelanggaran Pemilu di Kota Tegal tahun 2019. 
F.      Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian  
       Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
jenis penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data 
penelitian atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dari berbagai literature14 Bahan pustaka yang digunakan 
yaitu data sekunder yang sumber ndatanya dapat diperoleh melalui penelusuran 
                                                             
      14Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2004, hlm. 133. 
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dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu Kota Tegal dalam 
penyelesaian pelanggaran Pemilu tahun 2019. 
2. Pendekatan penelitian 
       Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan 
penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara 
pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur 
empiris. Dengan demikian penelitian hukum normatif (undang-undang) dalam 
penerapannya disetiap hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.15 
3. Sumber data 
       Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sumber data 
sekunder. Sumber Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 
melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa dengan 
mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hukum dan dokumen baik 
yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
a)     Bahan Hukum Primer  merupakan bahan hukum yang bersifat autoriritatif, artinya 
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 
                                                             
      15Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT Arifika Aditama, 
Agustus 2018, Cet. ke-1, hlm. 95. 
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catatan-catatan, resmi atau risalah  dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan hakim.16 Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: 
1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2.  Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemiihan Umum; 
3.  Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilhan Umum. 
b)    Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukanmerupakan 
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, 
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan 
pengadilan.17 Dalam penelitian ini bahan hukum  yang digunakan adalah buku-
buku, jurnal-jurnal penelitian, artikel baik media cetak maupun media massa. 
c)  Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus Bahasa dan 
bibliografi.18 Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kamus 
Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.  
4. Metode pengumpulan data 
       Skripsi ini disusun berdasarkan atas tersedianya data dan informasi yang 
relevan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk mendapatkan data dan informasi 
                                                             
      16Ibid., hlm. 181. 
      17Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, April 
2013, Cet. ke-8, hlm. 195. 
      18Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum UMS, 
Surakarta, 2004, hlm. 13. 
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mengenai suatu masalah, dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini digunakan 
teknik pengumpulan data melalui Studi Pustaka (Library Research). Riset 
kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menelaah data sekunder, 
yakni data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen berupa buku–buku, 
makalah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Kewenangan Bawaslu Kota Tegal dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Tahun 
2019. Penelitian ini juga didukung melalui metode pengumpulan data dengan 
wawancara, yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan 
pertanyaan secara lisan. Dimana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan 
tertulis untuk pejabat yang berwenang di Bawaslu Kota Tegal. Serta didukung 
dengan metode pengumpulan data observasi (pengamatan),  metode pengamatan 
atau observasi merupakan suatu cara atau teknik untuk mengumpulkan data dengan 
mengadakan pengamatan secara langsung di Bawaslu Kota Tegal. 
5. Metode analisis data 
       Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan 
masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan 
untuk mengintrepresikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan 
memberikan penjelasan. Analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat 
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yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan 
interpretasi data dan pemahaman analisis.19 
G.     Sistematika Penulisan 
      Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bagian bab sebagai 
tahapan di dalam penulisan: 
Bab I Pendahuluan 
Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika 
penulisan untuk penelitian mengenai Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Kota Tegal Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum, dan daftar 
pustaka. 
Bab II Tinjauan Konseptual 
Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang negara hukum, tinjauan umum tentang 
demokrasi, tinjauan umum tentang pemilihan umum, tinjauan umum tentang 
pengawasan pemilihan umum dan tinjauan umum tentang jenis-jenis pelanggaran 
pemilu. 
 
                                                             
      19Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Depok: Universitas Indonesia Press,1994, 
hlm. 127. 
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Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan,  
Bab ini menguraikan hasil rumusan masalah tentang kewenangan Bawaslu Kota 
Tegal dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan umum tahun 2019, serta untuk 
mengetahui pelaksanaan pelanggaran Pemilu di Kota Tegal tahun 2019. 
Bab IV Penutup 
Bab ini menjadi bagian terakhir dari keseluruhan penulisan skripsi ini, yang 
memuat kesimpulan dan saran dari kajian penelitian, serta saran-saran penulis 
dengan masalah yang dibahas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 
 
BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum  
      Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah di tegaskan 
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 disebutkan bahwa, “Negara Indonesia ialah Negara hukum”, yang di tetapkan 
pada tanggal 9 November  tahun 2001, rumusan ini juga terdapat di Konstitusi RIS 
tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.20 Menurut 
Thahir Azhary, dalam kepustakaan ditemukan 5 (lima) macam konsep negara 
hukum, yaitu:21 
1) Nomokrasi Islam adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan 
di negara-negara islam. 
2) Rechtsstaat adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara 
Eropa Konstinental, antara lain Belanda, Jerman dan Perancis. 
3) Rule of Law adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara 
Anglo-Saxon, seperti Inggris, Amerika-Serikat. 
4) Socialist Legality adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-
negara komunis.  
5) Konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang diterapkan 
di Indonesia. 
                                                             
      20La Ode Husen, Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan, Makassar: CV. Social 
Politic Genius, November 2009, Cetakan Pertama hlm. 1. 
      21Nurul Qamar, et al, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machstaat), 
Makassar: CV. Social Politic Genius, Maret 2018, Cetakan Pertama hlm. 54. 
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      Dari segi terminologi ditemukan beberapa sebutan tentang Negara hukum. 
Misalnya di Indonesia biasa disebut negara hukum Indonesia. Alasan menggunakan  
karena sejak Indonesia berdiri sebagai suatu negara merdeka, telah ditegaskan 
dalam UUD 1945 sebagai Negara Hukum, bahkan dalam beberapa Undang-Undang 
Dasar, Konstitusi dan sampai pada amandemen dengan lahirnya Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap menegaskan bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum. Istilah negara hukum yang dipergunakan dalam 
bahasa asing pada negara-negara Eropa Konstinental atau negara Civil Law System, 
antara lain dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Machstaat, di Jerman 
disebut dengan istilah Rechtsstaat, dalam bahasa Perancis disebut dengan Etat de 
Droit, dalam bahasa Italia dikenal dengan istilah Stato di Diritto dan negara-negara 
dalam penganut Common Law System yaitu antara lain Inggris dan Amerika , 
negara hukum disebut dengan istilah Rule of Law. Pengertian rule of law di 
Indonesia disamakan dengan pengertian rechtsstaat yaitu negara hukum Peristilah 
negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaaan dari pada 
penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaaanya untuk menundas dan 
melantarkan rakyatnya.22 
       Secara historis munculnya istilah rechtsstaat dan the rule of law, dalam 
pandangan Philipus M. Hadjon, dilahirkan oleh latar belakang sistem hukum yang  
 
                                                             
      22Nurul Qamar, et al, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machstaat), 
Makassar: CV. Social Politic Genius, Maret 2018, Cetakan Pertama, hlm. 45.  
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berbeda. Istilah rechtsstaat lahir sebagai reaksi menentang absolutisme, karena itu 
sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum konstinental yang disebut 
civil law. Jelas berbeda dengan istilah paham rule of law, yang perkembangannya 
terjadi secara evolusioner dan bertumpu pada sistem hukum common law. Namun 
demikian perbedaan latar belakang itu tidak perlu dipertentangkan lagi karena 
sama-sama menuju sasaran yang sama, yaitu untuk mewujudkan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia. 
       Algra dan Jansen, mengemukakan bahwa negara hukum menjadikan hukum 
sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan 
kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “opgelegd om de 
samenleving vreedzaam, rechtvaardig en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk 
menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari negara 
hukum adalah terciptanya kegiataan kenegaraan, pemerintahan dan 
kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian dan kemanfaatan atau 
kebermaknaan. Dalam negara hukum, ektensi hukum dijadikan sebagai instrumen 
dalam menata kehidupan kenegaraaan, pemerintahan dan kemasyarakatan.23 
       Mahfud MD. Dalam membahas perihal konsepsi Negara hukum membaginya 
dengan dua bagian, yaitu negara hukum formal dan Negara hukum material. Negara 
hukum klasik (formal) mempunyai ciri-ciri sesuai dengan apa yang pernah 
dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl yang menyebutkan karakteristik atau 
unsur-unsur rechtsstaat sebagai berikut : 
a) Pengakuan Hak-hak asasi manusia  
                                                             
      23Nurul Qamar, et al, op.cit., hlm. 50. 
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b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu 
yang biasa kita kenal sebagai trias politika.  
c) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. 
d) Peradilan administrasi dalam perselisihan. 
       Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap 
Negara hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule Of Law, yaitu :24 
a) Supremasi hukum ,dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga 
seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.  
b) Kedudukan yang sama di depan hukum baikbagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.  
c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan 
pengadilan.  
B. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi 
       Pengertian demokrasi berasal dari dua kata  yaitu “demos” yang berarti rakyat 
atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti 
pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang 
lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.. 
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara 
sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas 
negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Maknanya, kekuasaan 
tertinggi berada di tangan rakyat.25  
                                                             
      24Awaludin, “Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum”, Jurnal UNTAD, 
Volume 2, Nomor 1, 2010, hlm. 336. 
      25Jailani, “Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan”,  Jurnal 
Inovatif, Volume VIII, Nomor I, Januari 2015, hlm.136. 
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       Pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham 
yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai 
berikut:26 
a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;  
b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat 
mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya; 
c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung; 
d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang 
lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan 
dilakukan secara teratur dan damai;  
e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur 
dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; 
f. Adanya kebebasan sebagai hak asasi manusia, menikmati hak-hak dasar, dalam 
demokrasi setiap warga masyatrakat dapat menikmati hak-hak dasarnya, secara 
bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat. 
       Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman muncul istilah  
demokrasi yang beragam. Dalam prinsip ideologis, demokrasi dapat digolongkan 
dalam beberapa golongan berdasarkan pandangan hidup atau ideologi yang dianut 
oleh negara.  
Demokrasi dalam prinsip ideologis yaitu :27 
a.   Demokrasi individual 
                                                             
      26Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2005, hlm. 15. 
      27M.Taopan, Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsial Aplikatif, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, 
hlm. 29. 
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       Demokrasi individual ini hampir sama dengan demokrasi langsung yang 
pernah dilaksanakan di Atena Yunani, yang mana didasarkan pada paham 
individualisme.      
b. Demokrasi Liberal 
       Demokrasi ini didasarkan pada paham liberalisme dimana hak warga negara 
dominan dalam demokrasi ini. Dalam demokrasi liberal kekuasaan pemerintah 
terbatas, tidak banyak ikut campur urusan kehidupan masayarakat. 
c. Demokrasi Rakyat   
       Demokrasi ini didasarkan pada paham sosialisme atau paham komunisme. 
Kedua paham ini megutamakan kepentingan negara/komune dan mengabaiakan 
kepentingan komune. Berbeda dengan demokrasi liberal, meskipun bernamakan 
demokrasi rakyat namun dominasi pemerintah lah yang terlihat. Pemerintah 
memiliki kekuasaan yang tak terbatas yang mana mengabaiakan aspirasi rakyat. 
d. Demokrasi Pancasila  
       Demokrasi ini berdasarkan pada falsafah negara Indonesia, dimana Pancasila 
yang menjadi dasarnya. Pelaksanaan dari demokrasi Pancasila ini mengutamakan 
musyawarah mufakat untuk kepentingan seluruh rakyat.  
       Dalam praktiknya demokrasi dibedakan menjadi dua yaitu demokrasi langsung 
dan demokrasi tidak langsung.28 Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi 
dimana warga berperan aktif atau ikut serta secara langsung dalam hal pengambilan 
kebijakan negara. Sedangkan Demokrasi tidak langsung atau biasanya disebut 
                                                             
      28Ibid. 
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dengan demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi dimana rakyat diberikan 
hak namun menyerahkannya kepada wakilnya untuk ikut serta melakukan kegiatan 
negara. Demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi dimana warga tidak secara 
langsung melibatkkan dirinya dalam pengambilan kebijakan negara namun 
mewakilkannya kepada pimpinan atau pejabat yang mereka pilih melalui pemilihan 
umum.   
       Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan 
partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat agar lebih dihargai karena sangat 
berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Misalnya, 
dalam menentukan seorang  Presiden sebagai kepala negara yang menggunakan 
sistem demokrasi harus dipilih oleh rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata 
kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini yang menjadi sebab demokrasi 
saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.29 
Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, 
karena konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan 
yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka bisa dipastikan 
akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyat.30 
C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum 
       Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-
jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari 
presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. 
                                                             
      29Jailani, op.cit., hlm. 137. 
      30Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum”, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009, 
hlm. 384. 
24 
 
 
Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif 
(tidak memaksa) dengan misalnya melakukan kegiatan hubungan publik dan 
komunikasi massa.  Ada beberapa pengertian Pemilu menurut pendapat para ahli:31 
1) Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian 
dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang 
dipercayai. 
2)  Menurut Jimly Asshiddiqie, Pemilihan Umum merupakan cara yang 
diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Didalam 
praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang 
duduk dilembaga perwakilan rakyat. 
       Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan 
kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah 
mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik 
terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih 
wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.  
       Setidaknya ada empat tujuan pemilihan umum yaitu: a) untuk memungkinkan 
terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; b) untuk 
memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan 
rakyat di lembaga perwakilan; c) untuk melaksankan prinsip kedaulatan rakyat; d) 
untuk melaksanakan prinsip hal-hak asasi warga negara.32 
 
                                                             
      31Fajlurrahman Jurdi, op.cit.,hlm. 3. 
      32Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,  
hlm. 419. 
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1. Sejarah Pemilu di Indonesia 
       Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum pertama sejak 
tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2014 lalu. Pemilihan Umum yang pertama 
dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan 
keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa 
partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII. Setelah masa Pemilu 
Orde Lama, Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan 
keiskusertaan sepuluh partai.Setelah serangkain pemilu yang ‘dikuasai’ oleh Orde 
Baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar. Fase 
reformasi membawa Indonesia pada Pemilu 1999, dimana partai dikembalikan pada 
fungsi awalnya. Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan perkembangan 
pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Setelah pelaksanaan 
pemilu dengan sistem pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009, 
diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan pada beberapa 
kekurangan pada pemilu sebelumnya. Terakhir, pemilu diadakan pada April 2014 
untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah dan pada bulan Juli 2014 untuk 
pemilihan Presiden dengan berbagai perbaikan sebagai hasil dari evaluasi terhadap 
pemilu sebelumnya termasuk pada 2009 yang ternyata memendam banyak 
persoalan.33  
 
 
 
                                                             
      33Farahdiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia:Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai 
Refresentasi”, Jurnal Politik Profetik, Volume 3, Nomor 1, 2014, hlm. 7. 
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2. Asas-Asas Pemilihan Umum 
       Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya 
sebagai berikut :  
1) Langsung 
       Pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh 
diwakilkan.34 
2) Umum 
       Pemilu dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak 
menggunakan suara.35 
3) Bebas 
       Bebas artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa 
adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapu/dengan apapun.36 
 4) Rahasia 
        Rahasia artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui 
oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada 
siapa suaranya diberikan.37  
5) Jujur 
       Jujur mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap 
penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, 
                                                             
      34Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm. 415. 
      35Ibid. 
      36Frenki, “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh 
Siyasah”, Jurnal Fakultas Syariah IAIN, 2006, hlm. 7. 
       37Ibid. 
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pemantau Pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan 
bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.38 
6) Adil 
       Setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta 
bebas dari kecurangan pihak manapun.39 
3.       Sistem Pemilu di Indonesia 
       Secara mendasar terdapat dua pokok prinsip pemilihan umum di dunia yaitu:40 
Single Member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya 
disebut Sistem Distrik) dan Multi Member Constituency (satu daerah pemilihan 
memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau 
Sistem Proporsional. 
       Sistem pemilihan umum yang dipraktekan di Indonesia menggunakan Sistem 
pemilihan proporsional adalah sistem pemilu yang mana kursi tersedia di parlemen 
pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilu, dibagikan kepada partai-partai atau 
golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan 
imbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan.41 
4. Jenis-Jenis  Pemilihan Umum 
a. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
     Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
                                                             
      38Sun Fatayati, “ Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptkan Pemilu Yang 
Demokratis Dan Berintegras”, Jurnal Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Volume 28, Nomor 1, 
2017, hlm. 155. 
      39Ibid., hlm. 156. 
      40Miriam Budiarjo, op.cit., hlm. 462. 
      41Yoyoh Rohaniah Efriza, Pengantar Ilmu Politik, Malang: Intrans Publishing, 2015, hlm. 450. 
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Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu 
presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 
tahun sekali. Dalam konstitusi diatur mengenai pemilihan umum presiden dan wakil 
presiden. Dalam hal ini sistem presidensial menjadi salah satu bagian penting dari 
rangkaian, kenapa pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung. 
Sistem pemerintahan presidensial menghendaki agar presiden sebagai kepala 
negara dan kepala pemerintahan memiliki posisi yang kuat dalam pemerintahan, 
sehingga program-program presiden dapat dijalankan dengan baik. Untuk pemilu 
presiden tahun 2019 dasar pelaksanaannya menurut Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.42 
b. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 
     Setelah Reformasi, pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota  DPR, 
DPD dan DPRD dalam satu paket yang diatur dalam satu peraturan perundang-
undangan. Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga 
dalam menentukan pemerintah yang baik melalui cara Pemilihan Umum. Pasal 22E 
ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengaskan bahwa 
perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui lembaga perwakilan rakyat, 
baik di tingkat nasional maupun daerah dan lembaga perwakilan daerah, yang 
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.43 
 
                                                             
      42Fajlurrahman Jurdi, op.cit., hlm. 110. 
      43Ibid.,, hlm. 105. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Pemilu 
       Pelaksanaan pemilu di Indonesia diharapkan bisa berjalan secara demokratis, 
namun kenyataanya dalam sebelas kali penyelenggaran pemilu  masih banyak 
terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan tidak hanya oleh 
peserta pemilu namun juga dilakukan oleh pemerintah. Untuk meminimalisir 
kecurangan-kecurangan tersebut dibutuhkan pengawasan pemilu. Pengawasan 
pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses 
penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.44 Fokus utama 
pengawasan pemilu yaitu upaya pencegahan secara dini terhadap potensi 
pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil pemilu dan penindakan 
dilakukan melalui kajian atas laporan dugaan pelanggaran sera memberikan 
rekomendasi jika disimpulkan setelah terjadi pelanggaran atau meneruskan ke 
lembaga lain jika merupakan kewenangan lembaga lain. 
       Di Indonesia pelaksanaan pengawas pemilu dikatakan lahir pada tahun 1999. 
Meskipun pada pemilu sebelum-sebelumnya sudah ada pengawas pemilu, namun 
pengawas pemilu pada tahun 1999 ini dikatakan pengawasan yang mandiri. Dalam 
pemilu tahun 1999 ini nama pengawas pemilu adalah panwaslak. Pada pemilu tahun 
2004 panwaslak diubah menjadi Panwaslu. Keberadaan pengawas pemilu dalam 
pemilu di Indonesia masih dipertahankan hingga di tahun 2009 keberadaan 
pengawas pemilu diperkuat dengan mengganti Panwaslu menjadi Badan Pengawas 
Pemilu atau yang disebut dengan Bawaslu.45 Kedudukan Bawaslu berada di 
                                                             
      44Mohammad Najib, Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan,Artikel Bawaslu Provinsi 
DIY,Yogyakarta, 2014, hlm.9. 
       45BAWASLU, Profil Bawaslu RI, Artikel Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 
Indonesia, diakses pada tanggal 04 Desember 2019, jam 22.07. 
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kedudukan ibu negara sebanyak anggota 5 (lima) orang , Bawaslu Provinsi 
berkedudukan di ibu kota provinsi sebanyak anggota 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang 
dan Bawaslu Kabupaten /Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota sebanyak 
anggota 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. 
E.     Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu 
       Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi, pelanggaran 
pidana pemilu (tindak pidana pemilu), pelanggaran administrasi pemilu, 
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa hukum lainnya. 
1. Pelanggaran Pidana Pemilu (Tindak Pidana Pemilu) 
       Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan 
terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kualifikasi pelaku dalam tindak pidana Pemilu 
meliputi setiap orang, Pasangan calon Pemilu, Tim kampanye serta penyelenggara 
Pemilu. Bentuk pelanggaran tindak pidana yang sering terjadi biasanya berupa 
money politics diantaranya adalah bujukan agar pemilih mencoblos pasangan calon 
tertentu dengan sejumlah uang tertentu. Bentuk tindak pidana lainnya misalnya 
mencoblos lebih dari satu kali, kampanye diluar jadwal dan manipulasi perhitungan 
suara.46 
 
                                                             
      46Muhammad, “Menilik Kesiapan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Dan Sengketa 
Pemilu 2014”,  Jurnal Pemilu & Demokrasi, Jakarta, 2013, hlm.9. 
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2. Pelanggaran Administrasi Pemilu 
       Menurut Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum, pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi 
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan 
administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. 
Pelanggaran administratif tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran 
kode etik. Pelaku dalam pelanggaran administrasi Pemilu adalah penyelenggara 
Pemilu sendiri atau peserta Pemilu yang meliputi pasangan calon Pemilu atau Tim 
kampanye. Bentuk pelanggaran administrasi yang sering terjadi Daftar Pemilih 
Sementara (DPS) tidak diumumkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat, 
ketidaksesuaian berkas syarat pencalonan peserta, dan kesalahan dalam memasang 
alat peraga kampanye. 
3. Pelanggaran Kode Etik 
       Pasal 456 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap 
etika Penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum 
menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Maksud kode etik adalah untuk 
menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara 
pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.47 Pelaku dalam pelanggaran 
kode etik meliputi penyelenggara Pemilu baik anggota maupun staff Sekretariat 
                                                             
      47Ibid., hlm. 19. 
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dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).48 Contoh 
pelanggaran kode etik misalnya, penyelenggara pemilu menerima menjadi tim 
sukses dari seorang calon peserta pemilu. 
4. Sengketa Hukum Lainnya 
       Salah satu masalah hukum lain yang kerap muncul adalah gugatan terhadap 
keputusan penyelenggara pemilu mengenai peserta pemilu. Pasal 474 ayat (1) 
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Dalam hal 
terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota legislatif 
dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan 
perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.49 Sengketa ini terjadi 
antara pihak yang merasa dirugikan (khususnya partai politik atau bakal calon) 
dengan penyelenggara pemilihan yang mengeluarkan keputusan itu. Undang-
Undang Pemilu tidak menegaskan atau mengatur dengan jalan bagaimana dan 
melalui lembaga apa pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan KPU dapat 
menyelesaikan keberatannya. Karena Undang-Undang Pemilu tidak mengaturnya, 
kerap kali para pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata 
Usaha Negara atau ke Peradilan Umum. Kasus gugatan partai-partai yang 
dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu oleh KPU ke Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan contoh dari sengketa hukum ini.50 
                                                             
      48Muhammad, op.cit., hlm.10. 
      49Fitria Chusna Farisa, Mekanisme Sengketa Hasil Pemilu Telah Diatur dalam Konstitusi dan 
UU, Kompas, 1 April 2019, diakses pada tanggal 02 Januari 2020 jam 19.51. 
      50Ramlan Surbakti, et al, op.cit., hlm. 20. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
I. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Dalam 
Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum di Tahun 2019. 
A. Profil Bawaslu Kota Tegal 
       Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, 
menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi 
pemilu dan pelanggaran pidana pemilu. Proses pelaksanaan pemilu baru muncul 
pada Pemilu 1982. Pembentukan Panwaslak Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes 
atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan 
oleh para petugas Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang 
terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih pasif. Protes-protes ini lantas direspons 
pemerintan dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah 
gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas 
Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk 
menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitian pemilu. Selain itu, 
pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam 
urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru 
ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) 
yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu.51 
                                                             
      51BAWASLU, Profil Bawaslu, Artikel Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, diakses 
pada tanggal 04 Desember 2019, jam 22.07.     
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       Dengan struktur, fungsi dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu 
tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas 
Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas 
Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan terhadap pengawas pemilu baru 
dilakukan lewat Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, yang menegaskan untuk 
melakukan pengawas Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas 
Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas 
Pemilu Kecamatan.52 Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan 
melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu 
dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu). Keberadaan Bawaslu ini diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007 
tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan 
pengawasan berada sampai tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas 
Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Panitia 
Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan dan Pengawas Pemilu  Lapangan (PPL) di 
tingkat kelurahan/desa.  
       Peraturan yang berhubungan dengan pemilihan umum serentak tahun 2019 
dikuatkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum. Dalam  Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga 
penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah 
negara Indonesia. 
                                                             
       52Ibid.  
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Gambar 1.  
Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal 
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Sumber: Data Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum  Kota Tegal 
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       Adapun pembagian tugas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 
calon Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPRD dan DPD tahun 2019 di 
Bawaslu kota Tegal yakni: 
1) Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, yang 
dikoordinatori oleh Akbar Kusharyanto, SE yang bertugas sebagai berikut: 
a) Menginvestigasi informasi awal dan atas dugaan pelanggaraan Pemilu di wilayah 
kota Tegal. 
b) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaraan Pemilu di wilayah kota Tegal. 
c) Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. 
d) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah 
kota Tegal kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. 
e) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kota Tegal. 
f) Memverifikasi secara normal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di 
wilayah kota Tegal 
g) Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kota Tegal. 
h) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kota Tegal apabila 
mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu. 
i) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kota Tegal. 
2) Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, yang 
dikoordinatori oleh Wiwoho Kertarto, S.Pd yang bertugas sebagai berikut: 
a) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kota Tegal kepada Bawaslu melalui 
Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 
dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kota Tegal. 
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b) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kota 
Tegal. 
c) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi 
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kota Tegal. 
d) Melakukan kordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait. 
e) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kota 
Tegal. 
3) Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi, yang dikoordinatori oleh Nurbaeni, 
S.Pd. AUD yang bertugas sebagai berikut: 
a) Menyusun standar standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk 
pengawas Pemilu di setiap tingkatan. 
b) Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya 
berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
c) Mengevaluasi pengawasan Pemilu. 
d) Meningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. 
e) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi 
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kota Tegal. 
       Bawaslu Kota Tegal memiliki Visi yaitu  Terwujudnya Bawaslu sebagai 
lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggara Pemilu demokratis, 
bermartabat dan berkualitas. Serta Misi meliputi :   
1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan 
solid;  
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2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;  
3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang 
terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;  
4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan 
sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;  
5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa 
pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan 
transparan;  
6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi 
pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. 53  
       Peraturan yang berhubungan dengan pemilihan umum tentang dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam  Pasal 1 ayat (17) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang 
mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Tugas 
Bawaslu terdapat di Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 
a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap 
pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu;  
b)  Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 
kabupaten/kota, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar 
pemilih sementara dan daftar   pemilih tetap; pencalonan yang berkaitan dengan 
persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; penetapan 
calon anggota DPRD kabupaten/kota; pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 
pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara 
                                                             
       53BAWASLU, Visi Misi Bawaslu, Artikel Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, 
diakses pada tanggal 04 Desember 2019, jam 22.07. 
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dan penghitungan suara hasil Pemilu; pengawasan seluruh proses penghitungan 
suara di wilayah kerjanya; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, 
dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK; proses 
rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh 
kecamatan; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 
lanjutan, dan Pemilu susulan; dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD 
kabupaten /kota;  
c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; 
d)  Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan 
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;  
e)  Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri 
atas: putusan DKPP; putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa 
Pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 
keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang 
dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-
Undang ini;  
f)  Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya 
berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  
g)  Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 
kabupaten/kota;  
h)  Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan  
i)  Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
       Saat ini bawaslu menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat satu 
kesatuan. Yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemilu untuk memilih 
anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden yang dipilih langsung 
oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, walikota secara demokratis.54 
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah mengawasi proses 
jalannya pesta demokrasi Pemilu serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
                                                             
      54Gunawan Suswantoro, Mengawal Penegak Demokrasi d i Balik Tata Kelola Bawaslu dan 
DKPP, Jakarta: Erlangga, 2016, hlm. 19. 
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daerah telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Setiap kegiatan yang berkaitan 
dengan pengawasan baik itu menindak lanjuti penemuan pelanggaran Pemilu harus 
ada  full up atau evaluasi. Dengan adanya evaluasi tersebut maka dapat diketahui 
kelemahan yang menjadi dasar akan kurangnya mungkin dari segi partisipasi 
anggota, motivasi dan lain sebagainya. Selanjutnya kegiatan Bawaslu ini adalah 
melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap masalah-masalah yang ditemui 
dilapangan untuk ditindak lanjuti agar dimasa akan datang tidak terulang lagi 
kesalahan- kesalahan yang sama pada objek yang sama.  
       Kewenangan berasal dari kata wenang dalam kamus bahasa Indonesia berarti 
hak dan kekuatan untuk melakukan sesuatu, berwenang adalah mempunyai atau 
diberi hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, Kewenangan adalah kekuasaan 
untuk melakukan sesuatu hal berwenang. Sumber kewenangan adalah tradisi 
keluarga atau darah biru, kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti 
kerajaan, kualitas pribadi seperti atlit, artis, peraturan perundang-undangan yang 
mengatur prosedur dan syarat menjadi pemimpin, dan instrumental yaitu kekayaan 
dan keahlian iptek. Dalam hal ini, Bawaslu mendapat sumber berwenang oleh 
peraturan perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu wajib melaksanakan kewenangannya.55 
       Ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, 
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: 
                                                             
      55Ibid., hlm. 20. 
41 
 
 
a.  Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran 
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur Mengenai 
Pemilu;  
b.  Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta 
merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang 
diatur dalam Undang-Undang ini; 
c.  Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;  
d.  Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan 
di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta 
dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;  
e.  Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan 
setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan 
berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  
f.  Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka 
pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di 
wilayah kabupaten/kota;  
g.  Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota 
Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan  
h.  Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
B. Alur Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Di Bawaslu Kota Tegal. 
       Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan  
dugaan pelanggaran Pemilu. Temuan adalah hasil pengawasan aktif  Pengawas 
Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan Laporan dugaan 
pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada 
Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.56 
                                                             
       56BAWASLU, “Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum”, Media Online Panwaslu 
Kecamatan Gurup, diakses pada tanggal 12 Januari, ham 13.16. 
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Gambar 2. Skema Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Alur Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 
Bawaslu Kota Tegal (2019).     
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      Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang 
terdiri dari:57 
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai sebagai hak pilih pada  
pemilihan setempat; 
2. Peserta Pemilu, dan  
3. Pemantau Pemilu 
       Kemudian, temuan dan laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara 
tertulis dan paling sedikit memuat: 
1. Identitas pelapor (nama dan alamat pelapor); 
2. Pihak terlapor; 
3. Waktu dan tempat kejadian perkara,  
4. Uraian kejadian.  
       Dalam proses pengkajian Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang telah 
dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu 
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.  Dalam hal ini proses 
pengkajian pihak Pengawas Pemilu berdasarkan tingkatannya berhak meminta 
kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi dan/atau 
ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah dan kajian 
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan 
                                                             
      57BAWASLU, “Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum”, Media Online Panwaslu 
Kecamatan Gurup, diakses pada tanggal 12 Januari, jam 13.16. 
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diterima dan diregistrasi. Hasil kajian Pengawas Pemilu terhadap berkas dugaan 
pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu, bukan pelanggaran Pemilu 
atau sengketa Pemilu. 58 
      Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan diatas Bawaslu Kota Tegal 
melakukan penyelesaian pelanggaran Pemilu tahun 2019, dapat dijelaskan secara 
lebih rinci dalam sub bagian sebagai berikut: 
1. Pelanggaran Administrasi Pemilu 
       Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang paragraf kedua 
tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu. Bawaslu Kabupaten/Kota  
dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berwenang: 
a. Menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. 
b. Pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.  
c. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran 
Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.  
d. Kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran 
administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan 
laporan diterima dan diregistrasi.  
e. Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif 
Pemilu berupa:  
a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. teguran tertulis;  
c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan  
d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
 
       Tindak Lanjut Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu  KPU, 
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan dari 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari 
kerja sejak tanggal putusan dibacakan. 
                                                             
      58Ibid. 
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       Sesuai dengan regulasi hukum tersebut, selama tahapan pelaksanaan pemilu 
tahun 2019 Bawaslu Kota Tegal tidak menangani pelanggaran jenis administrasi 
pemilu59 
2. Pelanggaran Sengketa Lainnya, 
       Menurut Pasal 466 undang-undang yang sama juga, sengketa pemilu adalah 
sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan 
penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU kabupaten/kota.  
a. Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 
     Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 467 
menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian 
sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan 
KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Permohonan penyelesaian 
sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta 
Pemilu. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan secara 
tertulis dan paling sedikit memuat:  
a. Nama dan alamat pemohon;  
b. Pihak termohon; dan 
c. Keputusan dari KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.  
                                                             
      59Wawancara dengan Dhani Dwi Yudhatama,SH, Staff Pendukung Humas di Bawaslu Kota 
Tegal, tanggal 13 Desember 2019 jam 08.30-09.09 WIB. 
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       Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 
(tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang 
menjadi sebab sengketa. 
       Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu 
mulai dari memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua 
belas) hari sejak diterimanya permohonan kemudian melakukan penyelesaian 
sengketa proses Pemilu melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan 
penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan mempertemukan pihak yang bersengketa 
untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Misal 
tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Bawaslu 
Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.  
Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan 
putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses 
Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu, penetapan 
daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR)  tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota dan penetapan pasangan calon. Tindak lanjut Pelanggaran atas 
perundangan hukum lainnya seperti halnya netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) 
dapat ditangani oleh badan hukum pemerintah setempat atau dapat diteruskan atau 
direkomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).  
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       Selama tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2019 Bawaslu Kota Tegal Bawaslu 
Kota Tegal hanya menangani penyelesaian sengketa yang masuk dari salah satu 
partai peserta pemilu.60 
3. Pelanggaran Kode Etik 
       Pasal 457 Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum, Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 456 diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
(DKPP) dengan melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap 
dugaan pelanggaran. 
       Dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan pengawas TPS Kelurahan 
Kaligangsa Kecamatan Margadana, tidak direkomendasikan untuk ditindak lanjuti 
ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Bawaslu Kota Tegal 
karena yang pertama bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu (PerBawaslu) Nomor 
4 tahun 2019 tentang mekanisme penangangan pelanggaran kode etik Panitia 
Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam), Panwaslu Kelurahan/Desa dan 
Pengawas TPS ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan berdasarkan 
klarifikasi, pemeriksaan bukti yang dihadirkan dan mempertimbangkan keterangan 
dari terlapor atas tindakan yang dilakukan dan mempertimbangkan fakta serta 
bukti-bukti terkait perbuatan yang dilakukan oleh terlapor adalah benar terbukti, 
namun hal yang perlu digaris bawahi disini bahwa maksud atau sikap batin jahat 
(Mens Rea) terlapor tidak terbukti karena terlapor dalam melakukan perbuatan 
                                                             
      60Wawancara dengan Dhani Dwi Yudhatama,SH, Staff Pendukung Humas di Bawaslu Kota 
Tegal, tanggal 13 Desember 2019 jam 08.30-09.09 WIB. 
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tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan tidak mempunyai motivasi tertentu. 
Setelah dilakukan kajian berdasar pada regulasi hukum yang berlaku, bahwa niat 
atau tujuan mendapatkan keuntungan tertentu serta setelah menyadari 
kekeliruannya, masih pada hari yang sama unggahan tersebut langsung dihapus dan 
terlapor sudah menginsafi tindakannya. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagai 
bahan pertimbangan dan bentuk teguran dalam bertindak kedepannya dalam 
kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu Kota Tegal menganggap 
tetap diperlukan adanya penindakan lebih lanjut.61 
4. Pelanggaran Pidana Pemilu 
       Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan pelanggaran pidana 
Pemilu : 
1. Bawaslu menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan  
2. Pengawas pemilihan menerima laporan atau menemukan dugaan tindak pidana 
pemilihan  
3. Dalam menerima laporan, Bawaslu Kabupaten/kota dapat didampingi dan dibantu 
oleh penyidik tindak pidana pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra 
Gakkumdu.  
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4. Dalam menerima temuan/laporan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Provinsi atau 
Panwas Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh penyidik tindak pidana 
pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu  
5. Temuan/laporan dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan pembahasan pada 
Sentra Gakkumdu.  
       Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumundu) terbentuk berdasarkan 
nota kesepakatan bersama antara 3 (tiga) elemen penegak hukum yaitu Bawaslu, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 
Sentra Gakkumundu adalah pusat aktivitas penegakkan hukum tindak pemilu, 
masuknya laporan, pemeriksaan hingga kesimpulan berpusat di sentra 
gakkumundu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
pada Pasal 486 ayat (1) menyebutkan terbentuknya gakkumundu untuk 
menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, maksud dari 
menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu karena ada 
limitasi waktu yang sangat terbatas penanganan pelanggaran hanya di batasi waktu 
7 (tujuh) hari kerja semenjak dierimanya laporan tindak pidana pemilu, sehingga 
dibutuhkan forum sentra gakkumundu untuk mencapai efektivitas penanganan 
tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumundu dibentuk di Bawaslu Republik 
Indonesia, kemudian di Bawaslu Provinsi sampai pada tingkat Bawaslu 
Kabupaten/Kota. 
       Sesuai dengan tingkatan, tentu jajaran Kepolisian dan Kejaksaan juga 
berdampingan dengan daerah. Bawaslu Kota Tegal pada tingkat daerah juga 
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membentuk Sentra Gakkumundu untuk menangani pelanggaran tindak pidana 
pemilu di wilayah hukum daerah Kota Tegal. Berdasarkan surat keputusan ketua 
Bawaslu Kota Tegal Sentra Gakkumundu terbentu dengan struktur dan 
keanggotaannya yang terdiri dari 18 (delapan belas) personel Sentra Gakkumundu 
yang masing-masing terdiri dari unsur Bawaslu 6 (enam) personel, Kepolisian 7 
(tujuh) personel dan Kejaksaaan 5 (lima) personel yang masing-masing menjabat 
dalam tim Sentra Gakkumundu.62 Berpijak pada Pasal 8 ayat (1) Perbawaslu Nomor 
31 Tahun 2018 Gakkumundu, bahwa struktur organisasi Gakkumundu di wilayah 
kabupaten/kota terdiri atas: 
a) Penasihat Gakkumundu kabupaten/kota; 
b) Pembina Gakkumundu kabupaten/kota; 
c) Koordinator Gakkumundu kabupaten/kota; dan 
d) Anggota Gakkumundu kabupaten/kota. 
       Tata Cara Penanganan dalam tindak pidana Pemilu dalam laporan dugaan 
tindak pidana Pemilu terdapat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum, Pasal 476 yaitu : 
1. Diteruskan oleh Bawaslu Kota Tegal, kepada Kepolisian paling lama 1 x 24 (satu 
kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu Kota Tegal, menyatakan bahwa perbuatan 
atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.  
2. Setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu 
kemudian laporan dugaan tindak pidana Pemilu disampaikan secara tertulis dan 
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paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat 
kejadian perkara dan uraian kejadian.  
3. Penyidik Kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara 
kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima. 
4. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu lama 3 (tiga) hari penuntut 
umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk 
tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.  
5. Penyidik kepolisian Negara RI dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal 
penerimaan berkas pengembalian dari penuntut umum, harus sudah menyampaikan 
kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. 
6. Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan Penyidik   
Kepolisian, kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima 
berkas perkara.  
       Dari temuan dugaan pelanggaran Pemilu tahun 2019 beberapa kasus tindak 
pidana yang ditangani oleh sentra gakkumundu Kota Tegal berhenti pada 
pembahasan sentra gakkumundu 1 (satu) dan pembahasan sentra gakkumundu 2 
(dua), karena tidak memenuhi keseluruhan unsur komprehensif.63 
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Gambar 3. Diagram Identifikasi Penanganan Pelanggaran Oleh Gakkumundu 
  
Sumber: Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota Tegal (2019). 
 
C. Bawaslu Kota Tegal Melakukan Supervisi Dan Pendampingan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. 
       Menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu yang berasal dari panwaslu 
kecamatan dan sebelum penangannya diambil alih, Bawaslu Kota Tegal melakukan 
supervise dan pendampingan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di tingkat 
panwaslu kecamatan. Hal ini bermaksud untuk memastikan prosedur pelaksanaan 
penanganan sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku 
serta memberikan arahan yang dibutuhkan kepada pihak panwaslu kecamatan 
terkait prosedur penanganan.64 
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D. Tindak Lanjut Dalam Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Bawaslu 
Kota Tegal. 
1. Pelanggaran pidana yang aktifitasnya berpusat pada sentra gakkumundu, 
mekanisme penanganan pidana pemilu ada limitasi waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak 
ditemukan atau masuknya laporan tindak pidana pemilu.  
2. Pelanggaran administrasi dapat direkomendasikan kepada KPU Kota/Kabupaten.  
3. Pelanggaran kode etik dapat diteruskan penangannya ke Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKKP). 
4.  Pelanggaran atas perundangan hukum lainnya seperti halnya netralitas ASN 
(Aparatur Sipil Negara) dapat ditangani oleh badan hukum pemerintah setempat 
atau dapat diteruskan atau direkomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil 
Negara).  
        Bahwa Bawaslu Kota Tegal telah menangani sejumlah temuan dan dugaan 
pelanggaran Pemilu tahun 2019, pelanggaran tersebut merupakan bukan 
pelanggaran sehingga tidak bisa di tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 1. Rekap Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Tegal 
NO Sumber Jenis Pelanggaran Bukan 
Pelanggaran 
Tindak 
Lanjut 
Adm Pidana Kode 
Etik 
Peraturan perUUan 
lainnya 
1 Temuan 0 5 1 2 8 
 
2 Laporan 0 0 0 0 0 
 
Sumber: Rekapitulasi Data Jumlah Temuan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota 
Tegal (2019). 
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II. Pelaksanaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Tegal.  
       Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang 
pelaksanaan pemilu serentak yang mengkukuhkan upaya pelaksanaan pemilu 
serentak sejak Pemilu tahun 2019 di Indonesia dimana Pemilu tahun 2019 akan 
diselenggarakan secara bersamaan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD), Presiden dan Wakil Presiden. Patut dimaknai sebagai upaya pelembagaan 
konsepsi demokrasi yang lebih berkualitas, efektif dan efiesien.65 Pemilu serentak 
tahun 2019  merupakan pengalaman baru bagi perjalanan demokrasi Indonesia. 
Pemilu serentak tahun 2019 juga merupakan mekanisme pemilihan yang 
menyertakan keterlibatan publik yang tidak hanya memilih calon legislatif pusat, 
daerah dan perwakilan daerah, tetapi juga memilih calon presiden dan wakil 
presiden secara bersamaan. Oleh karena itu berbagai potensi pelanggaran dan 
kerawanan unuk menghadapi pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan analisis kerawanan 
pertahapan Pemilihan Umum tahun 2019, yaitu Pemutakhiran Data Pemilih, 
Kampanye, Distribusi Logistik, Pemungutan dan Perhitungan Suara.66 
       Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tegal selama 
penyelenggaran Pemilu tahun 2019 berlangsung, dari mulai tahapan pendaftaran 
dan verifikasi peserta pemilu hingga tahapan rekapitulasi perhitungan suara tercatat 
menemukan 8 (delapan) temuan kasus dugaan pelanggaran pemilu yang teregister. 
                                                             
      65Janpatar Simamora, “Menyongson Rezim Pemilu Serentak”, Jurnal Rechts Vinding, Volume 
3, Nomor 1, April 2014, hlm. 17.  
      66BAWASLU, “Ringkasan Eksekutif Indeks Kerawanan Pemilu 2019”, Artikel Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, hlm. 5., diakses pada tanggal 23 Desember 2019 
jam 19.33. 
55 
 
 
Terkait dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan masyarakat, Bawaslu 
Kota Tegal tidak meregistrasi laporan dugaan pelanggaraan pemilu. Dari 8 
(delapan) temuan dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kota 
Tegal dan Panwaslu Kecamatan se-Kota Tegal pada Pemilu calon presiden dan 
wakil presiden serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 
2019 dengan rincian sebagai berikut:67 
 
Gambar 4. Diagram Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota 
Tegal (2019) 
 
 
  
 
 
 
 
 
  Pilpres   Pileg  
   
Sumber: Rekapitulasi Data Jumlah Temuan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota 
Tegal (2019). 
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Masa Kampanye        3 
        2 
Masa Tenang            0 
         3 
Pemungutan & Perhitungan Suara         0 
              
Rekapitulasi Perhitungan Suara         0 
               
Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pemilu Pertahapan 
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Tabel 2. Jumlah Temuan Pelanggaran Pemilu 
NO Sumber 
Jenis Pelanggaran 
Bukan 
Pelanggaran 
Jumlah 
Temuan Adm Pidana 
Kode 
Etik 
Peraturan 
perUUan 
lainnya 
1 
Masa 
Kampanye 
_ 
2 1 2 5 5 
2 
Masa 
Tenang 
_ 
3 
_ _ 
3 3 
3 
Pungut 
Hitung 
Suara 
_ _ _ _ _ _ 
4 
Rekapitulasi 
Perhitungan 
Suara 
_ _ _ _ _ _ 
Total Temuan 8 
Sumber: Rekapitulasi Data Jumlah Temuan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota 
Tegal (2019). 
 
        Dari sumber data tabel jumlah temuan pelanggaran diatas terbagi secara rinci 
sebagai berikut: 68 
a) Pelanggaran Pidana Pemilu 
Tabel  3. Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu 
No Tanggal Temuan Uraian singkat 
1 Januari 2019 RD adalah caleg Partai X dan AS adalah PPS 
Kelurahan X. Pada Januari 2019 ada acara rembug 
warga tahunan sekitar pukul 08.00 sampai dengan 
pukul 11.30. pada pukul 09.00 terdapat adanya bahan 
kampanye berupa stiker yang tersebar di halaman 
pendopo Kelurahan X Kecamatan X. Diketahui 
penyebaran bahan kampanye tersebut dibagikan atas 
seizin AS. 
2 Februari 2019 Pada Februari 2019, BY mendapat informasi dari 
seseorang bahwa anggota DPRD Kota Tegal a.n. Tr 
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yang juga merupakan Caleg DPRD Kota Tegal Dapil 
X Kecamatan X dari Partai X melakukan kegiatan 
reses. Penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk 
giat kampanye pada masa reses oleh Caleg DPRD 
Kota Tegal Dapil X Kecamatan X atas nama Tr. 
3 April 2019 Pada April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat 
di X Kota Tegal ditemukan oleh NB bahwa adanya 
indikasi kampanye yang menggunakan fasilitas 
negara oleh salah satu caleg DPR RI a.n. TJ dengan 
metode penempelan stiker citra diri pada gerobak 
hasil pengadaan Kementerian X sejumlah 164 unit 
gerobak dagang dengan rincian 100 unit milik 
Kementerian X dan 64 unit milik Partai X yang 
diletakan dan dirangkai pada satu lokasi. 
4 April 2019 mendapati informasi awal bahwa pada masa tenang 
pukul 18.10 WIB terdapat perkumpulan warga 
(pengajian) yang dilaksanakan di sekitar tempat 
tinggal Caleg DPRD Kota Tegal a.n. RS yakni di 
lingkungan Kelurahan X Kecamatan X. Kegiatan 
tersebut digelar bersama tim sukses dan warga 
sekitar. Diduga dalam kegiatan tersebut ada seorang 
warga a.n. Ny yang membagikan materi berupa kain 
batik yang berasal dari Caleg RS. Berdasarkan 
informasi yang diperoleh dari investigasi awal, Ibu 
Ny mendapat amanah untuk membagikan kain batik 
yang rencananya akan dibuat seragam Kelurahan X 
Kecamatan X. 
5 April 2019 
Pelanggaran kampanye diluar jadwal dilakukan oleh 
Caleg DPRD Kota Tegal atas nama MN. Caleg 
tersebut diduga telah memasang konten iklan yang 
diduga merupakan iklan kampanye di media cetak X 
pada masa tenang yakni April 2019 
Sumber: Rekapitulasi Data Jumlah Temuan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota 
Tegal (2019.)  
 
       Intensitas dugaan pelanggaran selama tahap Pemilu tahun 2019 di wilayah 
khususnya Kota Tegal untuk pelanggaran pidana pemilu merupakan pelanggaran 
yang paling banyak dilakukan. Hingga beberapa hari menjelang pelaksanaan 
Pemilu tercatat ada 5 (lima) temuan dugaan pelanggaran yang sudah teregistrasi. 
Dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut meliputi pelanggaran berupa pada 
masa kampanye tercatat ada 2 (dua) kasus dan 3 (tiga) kasus pada masa tenang yaitu 
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dugaan kampanye diluar jadwal, kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah 
dan kasus dugaan politik uang (money politic). 
b) Pelanggaran Kode etik 
Tabel 4. Temuan Pelanggaran Kode Etik 
 
No. Tanggal Temuan Uraian singkat 
1 April 2019 H diduga melakukan pelanggaran yang berkaitan 
dengan jabatannya sebagai penyelenggara pemilu 
yaitu didapati membagikan konten yang 
menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu 
paslon capres cawapres melalui akun media 
sosialnya. 
Sumber: Rekapitulasi Data Jumlah Temuan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota 
Tegal (2019.)  
 
       Dugaan pelanggaran selama tahap Pemilu tahun 2019 di wilayah khususnya 
Kota Tegal untuk pelanggaran kode etik menemukan 1 (satu) kasus pelanggaran 
yaitu dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan pengawas TPS Kelurahan 
Kaligangsa Kecamatan Margadana yaitu penyelenggara pemilu didapati 
membagikan konten yang menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu paslon 
capres cawapres melalui akun media sosialnya. 
c) Pelanggaran Hukum Lainnya 
Tabel 5. Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya 
No. Tanggal Temuan Uraian Singkat 
1 Maret 2019 Terlapor dan diduga melakukan tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu peserta 
pemilu berupa menunjukan gaya berfoto dengan 
mengacungkan simbol salah satu paslon capres cawapres 
peserta pemilu 2019 serta melakukan foto bersama caleg 
salah satu partai politik peserta pemilu 2019. 
2 April 2019 BF melakukan tindakan berupa memberi komentar 
dukungan pada siaran langsung melalui sosial media 
acara  kampanye terbuka salah satu calon presiden. 
Sumber: Rekapitulasi Data Jumlah Temuan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota 
Tegal (2019.)  
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       Selain jenis pelanggaran pemilu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelanggaran pemilu juga dapat 
menggunakan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, 
bukan sengketa Pemilu dan bukan tindak pidana Pemilu. Bawaslu Kota Tegal 
mendapati adanya 2 (dua)  kasus dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya 
pada masa kampanye meliputi pelanggaran aparatur sipil negara (netralitas 
ASN/TNI/Polri) yang diduga ikut ambil dalam politik praktis terkait tahapan 
kampanye misalnya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh peserta politik 
maupun berupa tindakan memberi komentar dukungan pada siaran langsung 
melalui sosial media acara  kampanye terbuka salah satu calon presiden dan 
menunjukan gaya berfoto dengan mengacungkan simbol salah satu paslon capres 
cawapres peserta pemilu 2019 serta melakukan foto bersama caleg salah satu partai 
politik peserta pemilu 2019.69  
         Dari seluruh temuan dugaan pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Bawaslu Kota 
Tegal tersebut  tidak dapat di proses secara hukum dan dinyatakan bukan 
pelanggaran. Temuan dugaan itu tidak cukup bukti, saksi dan tindakannya tidak 
memenuhi rumusan undang-undang yang disangkakan. Kecenderungan 
pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Kota Tegal lebih banyak dugaan pelanggaran 
pidana Pemilu khususnya kasus politik uang (money politic) lebih mendominasi. 
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 BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan. 
1.  Terkait dugaan pelanggaran pemilihan umum yang berasal dari laporan masyarakat, 
selama penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2019, Bawaslu Kota Tegal tidak 
meregistrasi laporan. Mekanisme yang harus dilalui untuk menerima dan 
menangani  laporan adalah berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “hasil 
pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu 7 (tujuh) hari sejak 
ditemukan pelanggaran pemilu”. Ketentuan ini menjelaskan berkaitan dengan 
batas waktu registrasi temuan dugaan pelanggaran pemilu yakni, 7 (tujuh) hari sejak 
diketahui adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum. 
Ketentuan ini juga memberikan penekanan terhadap daluwarsanya suatu laporan 
apabila melebihi batas waktu yang ditentukan. Selain aturan tenggang waktu 
tersebut, adanya hal lain yang harus ada dalam suatu laporan seperti kelengkapan 
bukti, saksi, serta identitas pelapor dan terlapor juga merupakan syarat laporan 
dapat diregistrasi. Sehingga demikian, selain temuan yang telah dijelaskan diatas, 
Bawaslu Kota Tegal tidak menerima dan menindak kasus dugaan pelanggaran 
pemilu yang berasal dari laporan.  
2. Bawaslu Kota Tegal selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 berlangsung, dari 
mulai tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu hingga tahapan 
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    rekapitulasi perhitungan suara tercatat sudah melakukan penanganan pelanggaran 
pemilu sebanyak 8 (delapan) kasus dugaan pelanggaran pemilu yang terigister. Dari 
8 (delapan) dugaan temuan pelanggaran yang ditangani merupakan bukan 
pelanggaran sehingga Bawaslu Kota Tegal tidak menindak lanjut  dugaan temuan 
pelanggaran tersebut. Kecenderungan pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Kota 
Tegal lebih banyak dugaan pelanggaran pidana Pemilu khususnya kasus politik 
uang (money politic) lebih mendominasi. Dari seluruh temuan dugaan pelanggaran 
Pemilu tahun 2019 di Bawaslu Kota Tegal tersebut  tidak dapat di proses secara 
hukum dan dinyatakan bukan pelanggaran. Dikarenakan beberapa sebab yaitu: 
tidak cukup bukti, saksi maupun tindakan yang dilakukan tidak secara sempurna 
memenuhi rumusan perundang-undangan yang disangkakan.  
 
B. Saran 
a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal dalam menyelesaikan pelanggaran 
Pemilu tahun 2019, sebaiknya mendapat penguatan melalui revisi Undang-Undang 
untuk mendapat dukungan dari lembaga-lembaga terkait,  
b. Bagi masyarakat, sebaiknya adanya kesadaran untuk melakukan pengawasan 
Pemilu untuk segera melaporkan kepada Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota bila 
menemui pelanggaran Pemilu yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. 
c.  Bagi Partai Politik, serta kesadaran pasangan calon Pemilu untuk bersikap 
kooperatif demi proses demokrasi yang baik. 
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